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ABSTRAK

Anak digolongkan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Mengacu Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah
memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan kcluarga ayahnya. Putusan tersebut Pengadilan
Agama Jakarta Selatan menetapkan dalam Penetapan Nomor:670/Pdt.G/VI11/2013/PA.JS menetapkan
anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologisnya.
Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan hukum, diantaranya: Bagaimana Pertimbangan hukum
hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir
diluar Perkawinan. Bagaimana Kedudukan dan Akibat Hukum Anak yang Lahir diluar Perkawinan
Pasca Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Serta bagaimana Peranan Notaris dalam
Pembuatan Akta Waris Bagi Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Penelitian digunakan bersifat
preskrptif ilmu hukum, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
kasus. Hasil penelitian ini adalah: Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS Tentang Pengakuan Anak yang Lahir diluar
Perkawinan. Berdasarkan Putusan MK Nomor:46/PUU-VIII/2010 dan Penetapan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS pada intinya anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan dan
Akibat Hukum Anak yang Lahir diluar Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor:670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Pasca Penetapan kedudukan anak hanya mempunyai
hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologisnya, sehingganya anak berhak mendapatkan
fasilitas kehidupan dari ayahnya, dan berhak mendapatkan nama ayahanya dalam pencatatan sipilnya,
Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Anak yang Lahir diluar Perkawinan. Berhak
mendapatkan Wasiat Wajibah dari ayah biologisnya, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris dalam
pembuatan akta. Anak laki-laki dan anak perempuan pembagiannya sama.

Kata kunci: Anak yang lahir di luar nikah, ahli waris, hubungan perdata, perkawinan, dan wasiat
wajibah.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan antara sepasang
manusia, antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-
syarat tertentu sesuai dengan undang-undang. Perkawinan termasuk
suatu proses penyatuan yang sakral, dimana setiap individu yang kawin
terikat janji suci, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam hidup berumah
tangga. Hal ini sebagaimana dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.!

Jenis perkawinan yang terdapat di Indonesia, ada empat, yaitu
perkawinan agama, perkawinan adat, perkawinan campuran, dan
perkawinan antar agama. Ke empat jenis perkawinan ini diatur dalam
undang-undang. Perkawinan agama merupakan perkawinan yang
berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi
syarat dan rukunnya sesuai ajaran agama. Perkawinan agama terjadi

sesuai hukum agama. Dalam Islam, perkawinan agama diatur melalui

IKN. Sofyan Hasan, Hukum Keluarga dalam Islam, Malang: Setara Press, 2018,
him. 24.



hukum Islam yang dikenal dengan istilah munakahat.? Dengan kata lain,
pasangan yang melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi
syarat dan rukun kawin menurut agama telah sah, maka perkawinannya
sah. Perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan berdasarkan
proses atau prosedur ajaran agama kedua mempelai.

Perkawinan dapat pula terjadi melalui perkawainan adat,
terutama di Indonesia karena ada adat-adat tertentu yang mengikat dua
orang laki-laki dan perempuan secara kependudukan atau daerah
tempat tinggalnya. Perkawinan adat merupakan perkawinan yang
berlangsung sesuai dengan proses dan prosedur adat yang berlaku
pada suatu daerah. Perkawinan adat diatur berdasarkan hukum adat,
yaitu hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak
beragama Islam atau Kristen dan lainnya maka berlaku hukum adat
masing-masing lingkaran adatnya. 8 Menurut Pasal 81 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1)
menyatakan perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan
pemuka penghayat kepercayaan.*

Selain itu, terdapat pula perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, yang dimaksud

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Figih Munakahat
dengan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, him. 23.

%Ibid.

“1bid, him. 107.



dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia.®

Perkawinan dapat terjadi antar dua orang yang berlainan agama
dan kepercayaan di suatu daerah tertentu, sedangkan di Indonesia
perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 8 butir { Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara
dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk melangsungkan
perkawinan. ® Hal ini jelas, bahwa dalam perundang-undangan
Indonesia, antara dua orang laki-laki dan perempuan yang berbeda
agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan:

Ayat (1) perkawinan yang dilangsungkan di luar

Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau

seseorang warga negara Indonesia dengan warga negara

asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang

berlaku di negara perkawinan itu dilangsungkan dan bagi

warga negara Indonesia tidak melanggar undang-undang

ini. kemudian pada ayat (2) dalam waktu satu tahun setelah

suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia,surat bukti

perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan
Perkawinan tempat tinggal mereka.’

SDjaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum
Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 98.

8Ibid, hlm.104.

7 Ibid, hlm. 101.



Dari undang-undang di atas menunjukkan bahwa setiap
perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan harus
didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan sesuai undang-undang
yang berlaku di Indonesia. Hal ini, tidak hanya berlaku untuk
perkawinan yang berlangsung di dalam negeri, tetapi juga perkawinan
yang berlangsung di luar negeri.

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing Agama dan Kepercayaannya. Pada Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.®
Hal ini berarti, perkawinan yang telah sah secara agama dan
kepercayaan, wajib dicatat berdasarkan hukum perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

Seseorang yang melangsungkan perkawinan setelah kurun waktu
tertentu, akan memiliki anak sebagai generasi penerusnya. Anak-anak
tersebut menjadi penyejuk jiwa, menjadi suatu kebanggaan, dan
lambang kasih sayang dari dua orang yang kawin. Anak adalah
penerus keberadaan seseorang di dunia ini. Keberlanjutannya secara
langsung menurut garis keturunan atau silsilah diteruskan anak yang
memegang tanggung jawab dalam hal harta kekayaan, kekerabatan,

dan nama baik keluarga.

8Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 69.



Tang
gung jawab orangtua terhadap anak dimulai sejak anak dilahirkan
sampai anak menjadi dewasa dan kawin. Mula-mula anak diberi nama
yang baik sebagai doa dari orangtuanya. Diharapkan dengan nama
tersebut anak akan berperilaku sesuai dengan pemberian namanya.
Setelah diberi nama, anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan
teladan yang baik dari orangtuanya. Diberi kebebasan untuk
berkreasi, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama.
Anak diberikan pendidikan yang cukup, sehingga ia memperoleh
wawasan yang luas dan dapat membanggakan orangtuanya. Setelah
tumbuh menjadi dewasa, kewajiban orangtua adalah menikahkannya.
Kedua orangtua juga, terutama ayah akan menjadi wali bagi
perkawinan anaknya sehingga perkawinan tersebut menjadi sah
dimata agama dan negara. Tidak hanya itu, anak juga diberi hak yang
penuh untuk setiap harta yang dimiliki orangtuanya, bahkan setelah
orangtuanya tiada anak tetap mendapatkan harta dalam bentuk
warisan, yakni sejumlah harta benda dari orang tuanya setelah
dikurangi dengan pembayaran utang pewaris dan pembayaran lain
yang diakibatkan wafatnya si peningggal waris.®

Hak-hak tersebut diperoleh bagi setiap anak yang normal, dalam
arti anak yang sah (anak kandung dari perkawinan ayah dan ibunya). la

mendapatkan hak-hak tersebut sesuai dengan ajaran agama dan hukum

SRosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 196.



perundang-undangan yang berlaku. Akan berbeda masalahnya apabila
seorang anak yang lahir diluar perkawinan (anak di luar nikah). Anak
tersebut termasuk anak yang bermasalah dalam pandangan hukum
Islam dan hukum perundang-undangan di suatu negara. Anak hasil
perzinahan tidak diberi hak atas warisan orangtuanya, dan tidak pula
mendapatkan perwalian. Selain itu, anak diluar perkawinan (luar nikah)
memiliki masalah dari perkembangan aspek psiko-sosial. Bila orangtua
menolak kehadiran si anak, kadangkalah disertai dengan kebencian
maka pertumbuhan mental anak akan terganggu.!? Kondisi seperti ini
telah berlaku di masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama
Islam.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban, antara
lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidiknya sampai
mereka mandiri. Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia
adalah mengenai anak diluar perkawinan, dimana terdapat perbedaan-
perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga
Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata Barat

yang berlaku bagi mereka.!!

1Tamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islam Solusi Islam Atas
Problem-Problem Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 28.

UImam Jauhari,Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya, dalam Kanun
Jurnal Ilmu Hukum Iman Jauhari No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 1-20. 2016.
(Online), diunduh Oktober 2018, hlm. 2.



Hal yang sama juga dikemukakan dalam Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah
mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) di Indonesia bahwa anak yang lahir di luar Perkawinan hanya
mempunyai hubungan kekerabatahn (nasab) dengan ibunya dan
keluarga ibunya. Sebagai konsekuensinya akta kelahiran anak tersebut
hanya mencantumkan anak dari ibu kandungnya.!2

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pembuatan
perjanjian perkawinan pada Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015.
Berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pada saat atau
sebelum melangsungkan perkawinan, para pelaku perkawinan apabila
tidak membuat perjanjian sebelum perkawinan itu akan kehilangan
hak-haknya atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan untuk
diwariskan kepada sibuah hati (anak). Surat Direktorat Jendral Hukum
dan HAM Nomor HAM-2-HA.01.02-10 menyatakan bahwasanya
diperuntukkan bagi membuat perjanjian perkawinan pada saat atau
sebelum perkawinan untuk mendapatkan hak. Hal ini mereduksi hak-
hak warga negara yang mengakibatkan hilangnya hak-hak atas tanah

apabila tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum

2]pid.
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perkawinan.!® Hal ini berarti bahwa suami istri yang memiliki anak
diluar perkawinan, sebelum melangsungkan perkawinan agar anaknya
memiliki hak atas tanah dan bangunan (harta ayahnya) maka harus
membuat surat perjanjian. Apabila tidak membuat surat perjanjian
sebelum perkawinan tersebut, maka anak yang lahir diluar perkawinan
tidak akan mendapatkan haknya.

Pembuatan perjanjian bagi orang tua yang memiliki anak diluar
perkawinan (zina) sangat penting tidak hanya untuk membantu anak
memperoleh haknya, tetapi juga agar anak diakui sebagai anak dalam
ikatan perkawinan. Hal ini berarti membantu memudahkan dalam
urusan administrasi kependudukan. Sebagaimana dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal
75 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi
kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan
Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur
dalam Peraturan Menteri.!*

Selain melalui perjanjian perkawinan, pengakuan anak diluar
perkawinan dapat pula dilakukan dengan memberikan haknya, melalui
pembuatan surat wasiat wajibah, yang mana wajib bagi tiap-tiap orang
yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada

kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukan

13Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/Tahun 2015, tentang
Perjanjian Perkawinan, (online), diunduh 15 Februari 2019.
14Djaja S Meliala, Op.Cit, hlm. 212.
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sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka
dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas kewarisan.!5
Surat ini dapat diterapkan dalam pengakuan anak diluar perkawinan
secara umum, tidak hanya sekedar pengakuannya sebagai anak.

Terhadap kasus-kasus anak yang diluar perkawinan (nikah) yang
mana orangtuanya memiliki harta yang berkecukupan, maka anak yang
dihasilkan dari luar Perkawinan mengalami suatu ketidakadilan.
Bagaimanapun juga anak adalah buah hati yang merupakan darah
daging dari orangtuanya. Contoh kasus, terhadap perkawinan ini
adalah kasus artis Machica Mochtar. Dalam hal ini, Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor: 46/PUU/8/2010, vyaitu
mengabulkan permohonan bahwa, anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.!®

Putusan Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta
Selatan Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan
terhadap Pemohon 1 usia 37 tahun, agama Islam dan pemohon 2 usia 41

tahun, menghasilkan 5 butir keputusan. Dari 5 keputusan tersebut,

15Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum
Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 1.
16 https://www.bphn.go.id/data/documents/Putusan_46-Puu-VIII-2010_tentang
Perkawinan. (Online), diunduh 15 Februari 2019.
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terdapat tiga butir keputusan yang menarik untuk dikaji, yaitu
keputusan pada butir ke-(1), butir ke-(3), dan butir ke -(4). Pada butir
ke (1), Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak yang dimohonkan
(anak hasil zina) dari pemohon I dan pemohon II sebagai anak dari
pemohon I dan pemohon II, namun yang menjadi permasalahan adalah
apa yang menjadi dasar hukum sebagai pertimbangan hakim
mengabulkan permohonan itu, sedangkan dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, anak yang tidak didaftarkan ke Badan
Kependudukan tidak dapat diakui sebagai anak kandung, sementara
sebelum kasus diputuskan anak tidak terdaftar di badan
kependudukan.

Pada keputusan hakim butir ke (3) dikatakan bahwa anak diluar
perkawinan (nikah) dari pemohon I dan pemohon II diakui sebagai
anak dan memperoleh hak keperdataan sempurna dari ibunya
pemohon II. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana
tanggung jawab dari ayahnya, mengapa hanya diberikan pada ibunya,
bukankah perbuatan yang menghasilkan anak diluar perkawinan
terjadi dari hubungan ayah dan ibunya. Oleh karena itu, putusan
Mahkamah Konstitusi ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut
mengenai hubungan keperdataan dengan ayahnya, sedangkan disisi
lain anak harus juga terpenuhi kepentingan dan kesejahteraannya

sebagai anak. Selain itu, hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut
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juga pada kata, Hak Keperdataan Sempurna yang dimaksud pada butir
(3) agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

Keputusan pada butir ke (4) kemudian dijelaskan hubungan
keperdataan anak dengan ayah/pemohon (1) adalah sebatas kewajiban
mencukupi kebutuhan hidup anak sehari-hari sampai ia dewasa dan
mandiri, dan mencukupi wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian.!? Lalu
pertanyaannya adalah bagaimana jika ayah (pihak ayah) hanya
memberi pada jumlah minimal, berapa ukuran dikatakan minimal dan
bagimana sanksi bila pihak ayah tidak memberikan wasiat wajibah
pada anaknya. Oleh karena itu, surat keterangan pelaksanaan wasiat
wajibah yang dimaksud masih mebutuhkan keterangan lebih lanjut,
terutama pada sistem pembagiannya. Oleh karena itu, permasalahan-
permasalahan di atas, menarik untuk dikaji.

Dalam buku hasil penelitian Ahmad menyimpulkan, anak luar
nikah (kawin) mendapatkan berbagai perlakukan diskriminatif
sebelum munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-
VIII/2010. Berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyebabkan anak luar perkawinan tidak
berhak mendapatkan hak-hak keperdataan seperti memperoleh

nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian dalam perkawinan jika

17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
670/Pdt.G/VIIl/2013 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (Online), diunduh Oktober
2018.
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anak tersebut perempuan, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi
dengan ayah biologisnya jika telah meninggal.!®

Berd
asarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud melakukan
penelitian lebih lanjut dengan judul tesis, “Analisis Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
670/Pdt.G/VIIL/2013/PA.]JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir

Diluar Perkawinan.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan

masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
670/Pdt.G/VIII/2013/PA.]JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir di
Luar Perkawinan ?

2. Bagaimana Kedudukan dan Akibat Hukum Anak dalam Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
670/Pdt.G/VIIl/2013/PA.]JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir di
Luar Perkawinan ?

3. Bagaimana Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Anak

yang Lahir di Luar Perkawinan ?

18 Ahmad Farahi, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. dalam Jurnal Hukum dan Syari’ah. 2016. (Online),
diunduh Oktober 2018.
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis, Pertimbangan hukum hakim
dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
670/Pdt.G/VIIl/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir
diluar Perkawinan.
2. Untuk Menjelaskan, Kedudukan dan Akibat Hukum Anak dalam
Penetapan Pengadilan Agama  Jakarta Selatan Nomor:
670/Pdt.G/VIII/2013/PA.JS. Tentang Pengakuan Anak yang Lahir
diluar Perkawinan.
3. Untuk Mengetahui, Menjelaskan dan Menganalisis, Peranan Notaris
dalam Pembuatan Akta Waris bagi Anak yang Lahir diluar
Perkawinan.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan
pengembangan dalam studi ilmu hukum khususnya berkaitan
dengan pengetahuan mengenai hubungan hukum anak yang
lahir diluar perkawinan (Studi kasus Penetapan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013/PA.]S).

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

masyarakat dan dijadikan sebagai bahan sosialisasi untuk
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menambah pemahaman mengenai hubungan hukum terhadap
anak yang lahir diluar perkawinan.
2. Manfaat Praktis
Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis.

Adapun penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

a. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian
ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti
lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu
konsep dan pandangan lain terkait dengan hak-hak anak yang
lahir diluar perkawinan.

b. Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan
sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang
kenotariatan khususnya dalam hal status dan kedudukan anak
yang lahir diluar perkawinan.

c. Peneliti sendiri. Dalam rangka membekali peneliti dengan
pengetahuan dan pemahaman mengenai status dan kedudukan

anak yang lahir diluar perkawinan.

E. Kerangka Teori Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Penetapan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013 tentang Pengakuan Anak
yang Lahir diluar Perkawinan. Guna meneliti masalah tersebut,

penelitian ini menggunakan teori keadilan, perlindungan hukum dari
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aspek hak asasi manusia dalam aspek berkaitan dengan fitrah manusia
dalam Islam. Lebih jelasnya sebagai berikut:
1. Teori Keadilan
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai
identitas, yaitu :1°
a. Asas keadilan hukum (gerectigheif). Asas ini meninjau dari
sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk
semua orang di depan pengadilan.
b. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau
dari sudut yuridis.
c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid
atau utility).

Gustav Radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai mahkota
dari setiap tatanan hukum.?° Nilai keadilan adalah suatu materi yang
harus menjadi isi aturan hukum, keadilan memiliki sifat normatif dan
konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai
prasyarat utama yang mendasari tiap hukum positif yang
bermartabat, serta menjadi landasan moral hukum dan sebagai tolak
ukur sistem hukum positif.

Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi

unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan sebuah

1%Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 128.
20Jbid., hlm. 129.
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aturan tidak pantas menjadi hukum.?! Keadilan itu sendiri pada
dasarnya merupakan suatu nilai tertinggi diantara nilai yang ada
dalam hubungan antara manusia dalam hidup bermasyarakat, karena
keadilan itu merupakan suatu integritasi dari berbagai nilai
kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk
dicapai dalam setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang
dihadapi dalam masa yang kian meningkat selaras dengan
berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.??

Aristoteles mengemukakan pandangan-pandangannya tentang
keadilan dalam karyanya yang berjudul nichomachean ethics,
politics, and rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean
ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang
berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti
dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam
kaitannya dengan keadilan”. 23

Hal yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat
bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun
Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik
dan kesamaan profesional. Kesamaan numerik mempersamakan

setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa di

21 Ibid.

22Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan
Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum, Jakarta: Ghalia, 1982, hlm. 24.

23Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa
dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.
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pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan
bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan
profesional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai
dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari
pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan
perdebatan seputar keadilan.?*

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis
keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku
dalam hukum public, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.
Keadilan distributive dan korektif sama-sama rentan terhadap
problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam
kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting
ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang
sama rata. Pada yang kedua,yang menjadi persoalan ialah bahwa
ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.?23

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa
didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan
“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak
Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang

24Ibid.
28]bid.
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adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai
kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.28

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu
yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan
dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan
kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu
kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu
diberikan kepada si pelaku. Bagaimana pun, ketidakadilan akan
mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau
telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali
kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif
merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif
merupakan bidangnya pemerintah.2?

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan
perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan
keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia
yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan
tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan
dicampur adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang
ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena,
berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu

dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada

28]pbid., hlm. 25.
21bid.
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komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati
diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan
hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.?8

Kaitan teori ini terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang
dicatatkan adalah bahwasanya bagaimanapun anak luar nikah juga
adalah darah daging orang yang membenihkannya dan karena anak
yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas
dosa ibu-bapaknya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa
aman baik fisik maupun mental, kepada korban dari ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang
diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atau
pemeriksaan di sidang pengadilan.??

Salah satu adanya perlindungan serta pemeliharaan mewujudkan
suatu garis keturunan yang mana berbasis maqasid al-syariah, yang

mana orang tuanya tidak dicatat dalam perkawinan tetapi dapat

28]bid.
2Galim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, him. 261.
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dilakukan melalui permohonan itsbat nikah yang mana suami atau
istri, anak-anak mereka mengenai perkawinan itu.30

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam
pengakuan anak luar kawin sebab dengan pengakuan ini maka anak
luar kawin akan mendapatkan hak-haknya, memiliki sebuah
kejelasan dan kepastian dalam kehidupannya mengenai status dan

hubungan keperdataan dengan orang tuanya.

3. Hak Asasi

Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi anak
diatur dalam pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Peraturan serupa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang berbunyi
bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang
secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia,

yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan

30Fikri Budiman dan Andi Bahri, Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum
Negara dan Hukum Islam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare. dalam jurnal Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. 2016.(Online), diunduh Oktober 2018.
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martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan
kecerdasan serta keadilan.3!

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa Setiap orang dilarang memperlakukan anak
secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami
kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi
sosialnya. Negara, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban
mengupayakan perlindungan terhadap anak agar proses tumbuh-
kembangnya tidak terganggu.3?

Tidak adanya pemisahan antara anak yang sah dan anak luar
kawin dalam berbagai instrument HAM di atas, menunjukkan bahwa
setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum.

Keberlakuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tidak selaras
dengan prinsip kewajiban negara berpartisipasi melalui undang-
undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-
hak dasar warga negaranya. Negara atau pemerintah seharusnya
memberi jaminan hak-hak keperdataan anak luar nikah melalui

peraturan perundang-undangan.

31pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
%2Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Selain itu, meskipun seorang anak merupakan anak yang
dilahirkan dari luar perkawinan, namun pada dasarnya anak
tersebut tetap berhak memiliki pengakuan dan status hukum dalam
pemenuhan haknya sebagai pribadi kodrati.

4. Anak di Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan
kelamin di luar perkawinan. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat
dianggap anak di luar kawin adalah:

(1) Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan
kelamin tanpa Perkawinan karena perbuatan yang dilakukan
oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut; (2)
Anak mula’anah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang
isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami
dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah Ii’an
terhadap isterinya; dan (3) Anak syubhat, adalah anak yang
dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara
syubhat,yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini, menurut
jawaad mughaniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang
wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan
keharaman itu.33
Sena
da dengan pendapat di atas, Sembiring mengatakan bahwa anak
diluar perkawinan dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan
dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan

orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.3* Anak

33Huzaemah Tahiho, Kedudukan Anak di luar Nikah Menurut Hukum Islam, makalah KOWANI,
Jakarta, 1966. him. 3.
%4Rosnidar Sembiring, Op.Cit, him. 123.
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yang lahir luar perkawinan merupakan anak yang lahir karena
hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan.
Menurut hukum perdata, ada tiga tingkatan status hukum dari
pada anak diluar perkawinan:
1. Anak diluar perkawinan yang belum diakui oleh kedua
orangtuanya
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah
satu atau kedua orangtuanya
3. Anak di luar perkawinan yang menjadi anak sah,
sebagai akibat kedua orangtuanya melakukan
perkawinan yang sah.3%
5. Fitrah Anak dalam Islam
Fitrah anak dalam Islam adalah bahwa setiap anak dalam
keadaan suci, tidak mengemban dosa-dosa dari orangtuanya atau
keluarganya. Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang
dilahirkan di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum
yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa
menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan

oleh orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir

dalam kondisi yang suci.

F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

*Ibid, him. 135.
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guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 3%
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yang
menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan
meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-
asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah
hukum.3?
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian tesis ini akan menggunakan beberapa pendekatan
guna membantu membedah persoalan-persoalan yang menjadi
permasalahan dalam penelitian tesis ini. Adapun beberapa
pendekatan permasalahan yang akan digunakan sebagai
pendekatan analisis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai
berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan
Diantha menyatakan bahwa, dalam pendekatan perundang-
undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur
norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan
perundang-undangan dan keberadaan norma, apakah norma
itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang
bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada

dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang

3peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, him. 35.
37Soerjono Soekanto, 1998, Metode Penelitian Hukum, Univeristas Indonesia, Jakarta,
him. 9-10.
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baru.8 Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini
digunakan untuk mengetahui struktur norma yang mengatur
pengakuan anak di luar perkawinan (zina) menurut
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Pendekatan Konseptual

Secara konseptual, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian
ini menghasilkan data yang bersifat kualitatif berkaitan
dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor:
670/Pdt.G/VIIl/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak
yang Lahir Diluar Perkawinan. Pendekatan kualitatif, yaitu
cara penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan
makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam
situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Moleong
menyatakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi,
tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus

secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

38] Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Prenada
Media Group, 2016, hlm. 159.



28

alamiah.?® Penelitian kualitatif adalah suatu cara melakukan
penelitian secara mendalam dengan melihat dan mencatat
setiap gejala yang ada sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya. Hasil penelitian yang diperoleh dipaparkan
secara jelas dari keadaan yang sebenarnya.
c. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-
kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah
menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia
maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam
pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu
pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu
putusan. 40 Secara praktis ataupun akademis, pendekatan
kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi
atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi
penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu
pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama
dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus
(case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi

bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan

%Lexy ] Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011, hlm. 26.
40 Ibid., hlm. 94-95.
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suatu studi dari berbagai aspek hukum.*! Pendekatan kasus
dalam penelitian ini yaitu kasus pada Penetapan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor: 670/Pdt.G/VIII/2013.PA.JS
Tentang Pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan.
3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan masalah

penelitian. Lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa
bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan Putusan Pengadilan Agama Nomor:
670/Pdt.G/VIII/2013 Jakarta Selatan Tentang Pengakuan Anak
yang Lahir Diluar Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu buku, dan jurnal yang mengulas
tentang prinsip keadilan dan juga putusan Putusan
Pengadilan Agama Nomor: 670/Pdt.G/VIII/ 2013 Jakarta
Selatan Tentang Pengakuan Anak vyang Lahir Diluar
Perkawinan yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis

dalam penelitian ini.

41 Ipid.
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c. Bahan Hukum Tersier
Selain bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian
ini digunakan pula kamus hukum ensiklopedia sebagai bahan
hukum tersier.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dan analisis isu
hukum perkawinan dalam suatu putusan. Teknik kepustakaan
digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dan buku-
buku yang relevan dengan penelitian.
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis kualitatif dan analisis isu hukum. Moleong
menyatakan, teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada
orang lain atau dalam suatu kasus.*2

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

“Lexy ] Moleong, Op.Cit, hlm. 248.
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Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari
pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang
bersifat khusus. Diharapkan melalui teknik deduktif diperoleh
analisis tentang temuan penelitian yang berkaitan dengan

Pengakuan Anak di Luar Perkawinan. 43

“Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju,
2008, hlm. 35.
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